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SIDANG DIBUKA PUKUL 14.17 WIB

KETUA: HARJONO

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan Perkara Nomor
85/PUU-XI/2013 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum acara persidangan dimulai, Majelis Hakim terdiri dari
Panel yang diperluas karena ada dua Hakim yang berhalangan untuk
hadir, ada tugas-tugas yang tidak bisa ditinggalkan, saya sampaikan
bahwa Panel yang diperluas sama, berhak untuk melakukan
pemeriksaan, kecuali kalau nanti membaca putusan kita harus paling
sedikit tujuh Hakim.

Baik, kita mulai dengan pemeriksaan untuk Perkara Nomor
85/PUU-XI/2013. Pemohon, silakan, siapa yang hadir ini perkenalkan
dulu.

KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA
Untuk Pemohon Nomor 85, untuk yang hadir pada hari ini ialah
saya, Ibnu Sina Chandranegara, kemudian Umar Husin, kemudian Syaiful
Bakhri, dan Andi Wiyanto.
KETUA: HARJONO
Pemohon satunya?
KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA
Pemohonnya (...)
KETUA: HARJONO
Tidak hadir?
KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Tidak hadir.



KETUA: HARJONO

Oke, ya. Pemerintah, silakan.
PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Dari Pemerintah hadir, Yang Mulia.
KETUA: HARJONO

Semuanya? DPR ada ini?
PEMERINTAH: AGUS HARIADI

DPR tidak hadir.
KETUA: HARJONO

Tidak hadir?
PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Tidak hadir, Yang Mulia.
KETUA: HARJONO

Ini ada DPR-nya tapi yang duduk di sebelahnya.
PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: HARJONO

Baik, acara kita siang hari ini akan mendengarkan keterangan dari
Pemerintah. Keterangan terdiri dari ahli, dua orang dan ... ahli dua
orang, ya, betul? Dan Saksi satu orang. Dari Pemerintah, Ahli Dr.
Jangkung Handoyo Mulyo, M.Ec., betul? Lalu yang kedua, Raymond
Valiant Ruritan, S.T., M.T., betul? Dan satu Saksi Saudara Ir. Teguh
Suprapto. Untuk itu kita ambil sumpah dulu dari keduanya, Saudara Ahli
untuk maju ke depan dulu. Satu Islam, satu Kristen. Pak Jangkung sudah

disumpah, Pak, ya? Oh, kalau begitu tinggal Pak Raymond saja, silakan,
Pak. Bu Maria, mohon disumpabh.
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HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Mohon ikuti saya.

“Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang
sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong
saya.”

AHLI BERAGAMA KRISTEN

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang
sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI
Terima kasih.
KETUA: HARJONO

Saudara Ir. Teguh Suprapto sebagai saksi, belum disumpah, Pak,
ya? Silakan maju. Pak Fadlil, Prof. Fadlil.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan mengikuti kata saya untuk bersumpah. Dimulai.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai
saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang
sebenarnya.”

SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai
saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang
sebenarnya.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, terima kasih.

KETUA: HARJONO

Dari Pemerintah kita dengar kesaksian dulu ya, setelah itu baru
ahli, bagaimana?

PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Ya, Yang Mulia.



25,
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KETUA: HARJONO

Ya, ya. Pak Saudara Ir. Teguh langsung saja ke atas, ke mimbar
itu. Perlu dipandu atau langsung?

SAKSI DARI PEMERINTAH: TEGUH SUPRAPTO
Langsung, Yang Mulia.

KETUA: HARJONO
Langsung, ya silakan ... ada.

SAKSI DARI PEMERINTAH: TEGUH SUPRAPTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis
Hakim yang saya hormati, Bapak, Ibu sekalian. Saya Teguh Suprapto,
Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Bengawan Solo, saya ingin memberikan kesaksian tentang peran
TKPSDA dalam alokasi air dan fasilitasi permasalahan pengelolaan
sumber daya air.

Susunan keterangan saya, saya bagi empat hal. Yang pertama
adalah tentang TKPSDA dan kedudukan dalam Undang-Undang Sumber
Daya Air. Yang kedua adalah tentang tugas dan fungsi TKPSDA. Yang
keempat, peran TKPSDA dalam memfasilitasi permasalahan pengelolaan
SDA. Dan yang keempat adalah kesimpulan.

Tentang kedudukan TKPSDA dalam Undang-Undang Sumber Daya
Air, pertama bahwa sumber daya air itu mencakup kepentingan lintas
sektor, lintas wilayah, dan pemilik kepentingan lain yang memerlukan
keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air
dan sumber daya air. Hal ini sebagaimana pengelolaan itu harus
dilakukan melalui wadah koordinasi, itu di antaranya disebut TKPSDA. Itu
sebagaimana dalam Pasal 85 dan 86 Undang-Undang SDA.

TKPSDA Bengawan Solo, itu beranggotakan 50%. Itu mewakili
unsur dari pemerintah dan 50% mewakili unsur dari nonpemerintah.
Jumlah anggota TKPSDA Bengawan Solo berjumlah 64 orang dimana 32
orang mewakili unsur pemerintah itu dari unsur Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten dan kota yang
dilalui Bengawan Solo dan dari pemerintah pusat. Sedangkan 32 orang
dari unsur nonpemerintah itu secara keterwakilan mewakili unsur atau
associate dari petani pemakai air, asosiasi petani pengguna air untuk
usaha perikanan, kemudian asosiasi untuk usaha air minum, industri,
energi listrik, asosiasi yang bergerak di bidang konservasi sumber daya
air, pengendali daya rusak, ada Perum Jasa Tirta, dan dari unsur



nonpemerintah itu proses rekrutmen dilakukan secara ... pendaftaran
secara terbuka dengan masa keanggotaan selama lima tahun.

Tugas dan fungsi TKPSDA ada empat hal. Yang pertama adalah
secara rutin melakukan pembahasan rancangan pola dan rencana
pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai Bengawan Solo guna
perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana
pengelolaan sumber daya air.

Yang kedua adalah pembahasan rancangan program dan kegiatan
pengelolaan sumber daya air guna perumusan bahan pertimbangan
untuk penetapan program dan rencana kegiatan pengelolaan SDA.

Yang ketiga adalah pembahasan usulan rencana alokasi air dari
setiap sumber air guna perumusan bahan pertimbangan untuk
penetapan rencana alokasi air.

Yang keempat adalah memberikan pertimbangan kepada menteri
mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah
Sungai Bengawan Solo.

Hal yang saya sampaikan sebagaimana ada di dalam tatar ... tata
tertib TKPSDA wilayah Sungai Bengawan Solo.

Secara fungsi, saya kira garis besarnya ada tiga. Yang pertama
adalah fungsi konsultasi kepada para pihak. Yang kedua adalah
pengintegrasian  dan penyelarasan kepentingan  antarsektor,
antarwilayah. Dan yang ketiga adalah ... fungsinya adalah melakukan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan
pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai Bengawan Solo.

Yang ketiga, hal-hal apa yang sudah kami lakukan atau peran
TKPSDA dalam memfasilitasi permasalahan pengolahan sumber daya air.
Yang pertama adalah bahwa fasilitasi TKPSDA dalam permasalahan
pengelolaan sumber daya air itu dilakukan melalui dua cara. Cara yang
pertama adalah melalui mekanisme persidangan dan yang kedua adalah
melakukan kunjungan lapang kepada titik-titik dimana terjadi persoalan
pengelolaan sumber daya air.

Mekanisme persidangan itu di antaranya melalui sidang pleno, ada
sidang komisi, ada sidang pimpinan TKPSDA, sidang pokja. Sebagaimana
kami informasikan di TKPSDA ada tiga komisi, yang pertama adalah
komisi konservasi sumber daya air, yang kedua adalah komisi
pendayagunaan sumber daya air, dan yang ketiga adalah komisi
pengendalian daya rusak sumber daya air.

Nah, dalam sidang-sidang tersebut menghadirkan pihak-pihak
yang berkaitan dengan pengolaan sumber daya air dan kunjungan
lapang dilakukan pada titik-titik atau lokasi dimana terjadi sengketa
pengelolaan sumber daya air.

Nah, untuk hal itu ada beberapa contoh yang dilakukan oleh
TKPSDA benga ... wilayah Sungai Bengawan Solo. Pertama bahwa setiap

. secara rutin dilakukan pembahasan rancangan pola dan rencana
pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai Bengawan Solo.



29.

Yang kedua adalah pembahasan usulan rencana alokasi air pada
setiap sumber air pada wilayah Sungai Bengawan Solo. Nomor 1 dan
nomor 2 yang saya sebut itu adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh
TKPSDA.

Nah, yang nomor 3 dan nomor 6 di antaranya adalah aksidental,
dilakukan kalau ada hal-hal yang perlu. Yang ketiga, misalnya adalah kita
memfasilitasi pembahasan sengketa sumber air Cokro antara pemerintah
daerah Klaten dengan PDAM Solo, itu juga kita fasilitasi di dalam forum
TKPSDA.

Yang kedua, di antaranya adalah ... yang keempat, mohon maaf.
Itu alokasi air pada musim kemarau antara petani hilir di wilayah
misalnya Kabupaten Bojonegoro, Ngawi, dan sebagainya dengan petani
hulu di Wonogiri dan Sukoharjo, dan Karanganyar itu biasanya ada
sengketa massa air kalau terjadi musim kemarau yang berkepanjangan.
Ini juga kita ... persoalan ini difasilitasi di dalam forum TKPSDA.

Yang keenam ... yang kelima, mohon maaf. Itu fasilitasi gabungan
petani pemakai air misalnya di Wonogiri dan Sragen dengan Perum Jasa
Tirta mengenai kesepakatan waktu pengiringan saluran irigasi guna
pemberdayaan, itu sesuatu juga yang kita fasilitasi.

Dan yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya air, masalah
pengelolaannya itu penambangan pasir pada wilayah Sungai Bengawan
Solo, misalnya di Kabupaten Klaten, Boyolali, dan Blora yang sudah
sampai merusak pada badan sungai.

Dari uraian di atas, saya memberikan kesimpulan tiga hal. Yang
pertama bahwa melalui tim koordinasi pengelolaan sumber daya air
wilayah Sungai Bengawan Solo, maka alokasi air yang kemudian bisa
saya sebut sebagai (suara tidak terdengar jelas) air itu adalah dibahas
dan disepakati oleh para pihak yang berkepentingan di dalam
pengelolaan sumber daya air.

Yang kedua, dalam konteks wilayah Sungai Bengawan Solo bahwa
penguasaan sumber daya air oleh pihak di luar Pemerintah tidak terjadi
pada wilayah Sungai Bengawan Solo. Kesimpulan terakhir yang ketiga
bahwa nampaknya kurang tepat atau tidak tepat bahwa Undang-Undang
Sumber Daya Air justru menimbulkan konflik horizontal. Pengalaman
kami justru keberadaan Undang-Undang Sumber Daya Air itu menjadi
salah satu instrumen di dalam resolusi konflik pengelolaan Sumber Daya
Air.

Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan salahnya
mohon maaf. Assalamualaikum wr. wb.

KETUA: HARJONO
Baik, Bapak. Sambil duduk mungkin nanti akan ada pertanyaan-

pertanyaan, baik datang dari Pemerintah maupun dari Pemohon. Dari
Pemerintah ada pertanyaan dulu?
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PEMERINTAH: AGUS HARIADI
Cukup, Yang Mulia.
KETUA: HARJONO
Cukup. Pemohon?
KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Kepada Saudara Saksi, menurut padangan Saudara Saksi apakah
relevansi TKPSDA diatur dengan Undang-Undang Sumber Daya Air?

KETUA: HARJONO

Bisa dijawab langsung?
KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI WIYANTO

Ya, tambahan sedikit.
KETUA: HARJONO

Masih ada lagi, ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI WIYANTO

Ada.
KETUA: HARJONO

Ditampung dulu, masih ada.
KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI WIYANTO

Ya, jadi seperti kita ketahui saksi itu adalah orang yang melihat,
mendengar, atau merasakan langsung terhadap sebuah peristiwa. Nah,
apakah Saudara Saksi pernah mendengar, melihat, merasakan atau apa
yang didengar, dirasakan, dilihat kaitannya dengan Undang-Undang
Sumber Daya Air karena kami melihat ini tidak ada kaitan sama sekali
paparan Saksi itu, cuma cerita tentang pekerjaan Saudara Saksi, gitu,

tiba-tiba lompat pada suatu kesimpulan, Undang-Undang Sumber Daya
Air tidak ada kaitan dengan konflik horizontal. Jadi tidak (...)
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KETUA: HARJONO

Saudara Pemohon tidak usah mengomentari, nanti kalau ada
catatan mengenai kesaksian itu di kesimpulan saja.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI WIYANTO
Enggak, ini kami pertanyakan, Pak.
KETUA: HARJONO
Makanya kalau ini pertanyaan langsung saja.
KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI WIYANTO

Makanya, gitu, kan langsung lompat ke kesimpulan peristiwanya
belum disampaikan tadi, Ketua. Apakah ada, dimana, kapan, dan apa
peran Saudara Saksi? Terima kasih.

KETUA: HARJONO

Saksi, yang harus Anda jawab yang Anda tahu. Tidak seluruhnya
pertanyaan harus dijawab, kalau memang tidak punya referensi tentang
pengetahuan itu, silakan.

SAKSI DARI PEMERINTAH: TEGUH SUPRAPTO

Baik, terima kasih. Kaitan TKPSDA dengan Undang-Undang
Sumber Daya Air itu di dalam Pasal 85, Pasal 86 itu dijelaskan bahwa di
dalam pengelolaan sumber daya air itu bisa dilakukan melalui wadah
koordinasi, itu untuk wilayah sungai, jadi kaitan itu.

Nah, bagaimana kaitan TKPSDA dengan Undang-Undang Sumber
Daya Air? Saya kira ada tiga penting yang diamanatkan di dalam
Undang-Undang Sumber Daya Air.

Yang pertama adalah Undang-Undang Sumber Daya Air
mengamanatkan bahwa perlu adanya konservasi sumber daya air, itu
harus dilakukan di dalam undang-undang.

Yang kedua, undang-undang juga mengamanatkan bahwa
pendayagunaan air itu juga harus dilakukan.

Dan yang ketiga adalah pengendalian daerah (suara tidak
terdengar jelas) air.

Tim koordinasi pengelolaan sumber daya air dari keanggotaan
yang ada di Bengawan Solo itu dibagi dalam tiga komisi yang memang
mencermati, mengkritisi, memberikan masukan terkait dengan
konservasi sumber daya air, berkaitan dengan pendayagunaan air, dan
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berkaitan dengan pengendalian daya rusak. Jadi itu saya kira begitu
Maijelis Hakim yang dapat saya sampaikan.

KETUA: HARJONO

Cukup itu untuk dua pertanyaan tadi Saudara Saksi, Saksi Pak
Teguh?

SAKSI DARI PEMERINTAH: TEGUH SUPRAPTO
Ya.
KETUA: HARJONO

Itu ... di sini pertanyaannya. Jadi untuk dua pertanyaan itu
jawaban Anda itu saja atau masih ada jawaban lain, cukup?

SAKSI DARI PEMERINTAH: TEGUH SUPRAPTO
Saya kira cukup.
KETUA: HARJONO

Oh, cukup, vya, ini yang diberikan Saksi. Saya sekarang beri
kesempatan pada Hakim untuk bertanya. Saya sendiri bertanya ini, Pak
Teguh. Produk dari kerja Anda itu, itu diberikan kepada siapa? Lalu
wujudnya apa kira-kira produk itu? Silakan.

SAKSI DARI PEMERINTAH: TEGUH SUPRAPTO

Setiap kali sidang TKPSDA itu selalu membahas hal-hal yang
menyangkut di dalam pengelolaan Sumber Daya Air, baik dari aspek
konservasi, pendayagunaan, maupun daya rusak. Nah, setiap sidang itu
selalu ada satu rekomendasi-rekomendasi, Pak. Nah, terhadap
rekomendasi yang dihasilkan dari sidang itu, pertama diberikan kepada
Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum. Kemudian rekomendasi juga diberikan kepada
Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Provinsi Jawa Timur, seluruh
kabupaten/kota yang berkaitan dengan Bengawan Solo, itu diberikan
rekomendasi. Jadi hasil masukan, hasil sidang itu akan selalu
direkomendasikan kepada pihak-pihak yang saya sebut.
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KETUA: HARJONO

Apa pernah dilakukan evaluasi terhadap rekomendasi yang
diberikan dan kemudian realisasi dari mereka yang diberi rekomendasi?

SAKSI DARI PEMERINTAH: TEGUH SUPRAPTO
Baik. Evaluasi pada tahun 2013 pernah dilakukan, pernah
dilakukan, tentu ada beberapa catatan yang kurang dan ada beberapa
yang perlu ditindaklanjuti.
KETUA: HARJONO
Ada dokumennya itu evaluasi?
SAKSI DARI PEMERINTAH: TEGUH SUPRAPTO
Ada.
KETUA: HARJONO
Kita bisa mendapatkan itu, Pak?
SAKSI DARI PEMERINTAH: TEGUH SUPRAPTO
Bisa, saya membawa.

KETUA: HARJONO

Ya, nanti diserahkan. Saya kira cukup, ya, untuk Saksi
Pemerintah. Sekarang mau yang mana dulu yang dua Ahli ini, silakan.

PEMERINTAH:

Yang Mulia, secara berurutan dimulai dari Dr. Jangkung,
kemudian Bapak Raymond, terima kasih.

KETUA: HARJONO
Ya, silakan, monggo.
PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, hadirin
yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. izinkanlah saya sebagai
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Ahli bidang sumber daya air untuk menyampaikan keterangan di
hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan juga
Pemohon. Next.

Kami akan menyampaikan materi tentang pengelolaan sumber
daya air untuk kemakmuran rakyat. Ada enam hal yang ingin kami
sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah karakteristik
sumber daya air. Kemudian kedua, prinsip dasar pengelolaan sumber
daya air. Kemudian yang ketiga, mazhab ekonomi atau (suara tidak
terdengar jelas) terhadap sumber daya air. Kemudian, nilai ekonomi
sumber daya air. Dilanjutkan dengan implikasi nilai ekonomi sumber
daya air terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan diakhiri
dengan kesimpulan.

Baik, jadi kalau kita melihat karakteristik sumber daya air, maka
yang pertama adalah bahwa ketersediaan sumber daya air itu bersifat
non substitutable. Jadi tidak ada penggantinya.

Yang kedua. Bahwa permintaan air secara global menunjukkan
pertumbuhan yang signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah
penduduk dan meningkatnya kesejahteraan manusia sehingga
ketersediaan sumber daya air itu secara fisik relatif terbatas.

Hasil studi yang dilakukan oleh FAO itu menunjukkan bahwa
pengguna utama air itu adalah di sektor pertanian. Jadi kurang-lebih
93% itu digunakan untuk sektor pertanian dan sisanya itu adalah untuk
keperluan industri dan domestik. Jadi dari gambar ini bisa kita melihat
bahwa ... di sini kita melihat bahwa pertanian adalah sektor yang secara
global itu memanfaatkan air dalam jumlah yang sangat dominan.

Next, nah bagaimana itu kalau kita lihat dalam konteks ke-
Indonesiaan. Jadi kalau kita lihat dalam Indonesia, kerangka Indonesia,
maka kita bisa melihat bahwa dalam bidang pertanian misalnya, kita bisa
melihat bahwa produksi padi itu 84,5% dihasilkan dari sawah irigasi. Jadi
sekitar 84,5% dihasilkan dari sawah irigasi. Maknanya adalah, berarti air
irigasi itu banyak sekali digunakan untuk sektor pertanian.

Sebagai satu catatan, bahwa pada tahun 2010 misalnya, BPS
mengatakan produksi beras kita ada sekitar 66,8 juta ton. Untuk
menghasilkan 1 kilogram beras, itu diperlukan kurang-lebih 3.000 sampai
3.500 liter air. Jadi ini adalah pentingnya air untuk kehidupan kita
semua. Lalu kalau kita melihat prinsip dasar pengelolaan sumber daya
air, saya kutip dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang
pertama di situ adalah ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Kemudian yang kedua, “Cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara.”

Yang ketiga, “"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.”
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Saya kira pada ayat ketiga ada dua frasa penting. Yang pertama
adalah dikuasai oleh negara, dan yang kedua adalah untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat sehingga dari situ kita bisa ... next, melihat
bahwa kira-kira kalau kita melihat konstruksinya adalah sumber daya air
itu pertama dia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, dia
dikuasai oleh negara dan itu semua diarahkan untuk kemakmuran
sebesar-besar rakyat. Inilah yang saya kira filosofi politik di dalam
pengelolaan sumber daya air.

Terus, nah jadi kalau begitu maka di antara problematika di dalam
pengelolaan sumber daya air adalah adanya ketidakseimbangan. Ada
ketidakseimbangan antara ketersediaan air per kapita yang cenderung
menurun pada satu sisi. Jadi ini suplainya itu ada kecenderungan
menurun. Dan pada sisi yang lain, kebutuhan air itu semakin meningkat.
Jadi ketidakseimbangan antara suplai dan demand saya kira ini akan
mempunyai implikasi sehingga sumber daya air itu sering tidak tersedia
pada tempat dan waktu yang tepat. Nah, di sinilah ketidakseimbangan
itu, maka perlu adanya pengelolaan sumber daya air.

Yang berikutnya, kalau kita melihat sumber daya air, maka ada
beberapa cara pandang. Yang pertama, atau saya sebut mazhab ya.
Yang pertama adalah mazhab yang menyatakan bahwa air itu adalah
barang privat, air adalah barang privat.

Nah, kelompok yang menyokong pandangan ini, di antaranya
adalah hasil dari International Conference on Water and the Environment
di Dublin saya kira. Di situ dia katakan bahwa ... yang keempat, “Air itu
mempunyai nilai ekonomi ... air itu mempunyai nilai ekonomi dan harus
dikenal sebagai barang ekonomi.” Penyokong yang lain itu adalah
Bouwman and Bouwland [Sick!], dia mengatakan bahwa air tidak
berbeda dengan barang-barang ekonmi yang lain. Oleh karena itu, maka
air itu harus tunduk terhadap hukum-hukum ekonomi. Ini adalah satu
pandangan yang saya istilahkan ekstrim ... kiri.

Kemudian yang kedua, itu adalah pandangan yang menyatakan
bahwa air itu dianggap sebagai atau dinilai sebagai public goods (barang
publik). Di antara pendukung ini adalah Berlau and Clark [Sick!]. Dia
menyatakan pandangannya yang disebut sebagai universal and the
invisible truth, jadi kebenaran yang universal dan tidak terbagi-bagi. Di
dalam pandangannya, dia menyatakan bahwa air seharusnya tidak
diperlakukan sebagai komoditas privat yang dibeli, dijual, dan
diperdagangkan untuk keuntungan ... untuk keuntungan sehingga air itu
harus dimaknai sebagai warisan bersama ... air harus dimaknai sebagai
warisan bersama sehingga di situ ada tanggung jawab bersama.

Nah, pada hal yang ketiga, itu adalah pandangan yang dipelopori
oleh Hanna Matnes. Dia menyatakan bahwa air itu punya karakteristik di
antara keduanya. Air adalah sesuatu yang unik. Karena itu, air adalah
sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita.
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Majelis Hakim yang saya muliakan, kami ingin menyampaikan
tentang nilai ekonomi dari sumber daya air. Secara ekonomi, maka nilai
ekonomi sumber daya, termasuk sumber daya air, maka ditentukan oleh
utility-nya (daya guna), yaitu manfaat yang diperoleh dari mengonsumsi
sesuatu, itu.

Nah, kalau kita bicara utility (daya guna), maka daya guna itu
ditentukan oleh preferensi ... preferensi. Apa itu preferensi? Nah,
preferensi konsumen itu bisa diekspresikan dalam bentuk kesediaan
seseorang atau konsumen untuk membayarkan sesuatu sehingga dia
bisa mengonsumsi suatu barang atau jasa, dalam hal ini adalah air. Jadi,
ini adalah konsep yang disebut sebagai willingness to pay.

Jadi, nilai dari air tergantung pada utility, dan utility itu
diekspresikan dalam bentuk preferensi, dan preferensi itu kemudian
dalam bentuk willingness to pay-nya. Kalau kita membicarakan tentang
air, maka willingness to pay ini juga berkait dengan faktor kuantitas,
waktu, ruang, kehandalan, dan mutu air.

(Suara tidak terdengar jelas) setelah kita membicarakan air, maka
willingness to pay itu juga dipengaruhi oleh banyak aspek. Sudah kita
sampaikan, ada jumlahnya, waktunya, space-nya, kehandalan, kemudian
juga mutunya.

Berikutnya. Nah, bagaimana kita menilai secara ekonomi tentang
sember daya air. Jadi, Majelis Hakim dan hadirin yang saya muliakan,
kita bisa menilai ... melihat bahwa nilai ekonomi total itu pada dasarnya
bisa dipilah menjadi dua hal, yaitu nilai guna dan nilai nonguna.

Nilai guna itu adalah nilai yang dikonsumsi, nilai yang bernilai
recreational, nilai yang berkait dengan estetika, berkaitan dengan
edukasi, dan seterusnya. Apa yang bisa kita lihat dari situ adalah bahwa
kalau kita menilai sumber daya air dengan konsep ekonomi, maka nilai
ekonomi itu akan tinggi, nilai ekonominya pasti akan tinggi karena
banyak sekali aspek-aspek yang harus dipertimbangkan.

Berikutnya. Nah, gambar ini ingin menyampaikan bahwa
bagaimana prinsip dasar di dalam menghitung biaya sumber daya air? Ini
kami kutipkan dari Rogers. Jadi, menurut Rogers, maka prinsip dasar di
dalam menghitung biaya sumber daya air, di situ ada biaya yang bisebut
dengan OM (operation and maintenance). Ada biaya capital (modal).
Kalau dua-duanya ini dijumlahkan, maka itu disebut sebagai flue supply
cost (biaya untuk menyuplai air).

Nah, kalau kemudian kita tambahkan dengan opportunity cost
(biaya opportunity) dan juga eksternalitas secara ekonomi, maka kita
bicara tentang biaya ekonomi total ... biaya ekonomi total. Nah, biaya
ekonomi total itu kalau kita tambahkan dengan eksternalitas lingkungan,
baru kita bicara total biaya. Dengan kata lain, maka kemudian nilai dari
sumber daya itu kira-kira seperti gambar itu. Jadi, dari bawah, dasar ini
sampai ke atas. Jadi, bagaimana besarnya nilai dari sumber daya air.
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Lanjut. Nah, kami punya satu referensi yang lain yang saya kutip
di situ bahwa misalnya ini adalah proporsi biaya jasa air di Indonesia.
Pada kolom paling kiri kita bisa melihat bahwa ternyata bahwa biaya jasa
untuk air di Indonesia itu hanya sebagian dari biaya operating and
maintenance-nya, hanya sebagian, tidak seluruhnya.

Jadi kita bisa bayangkan bahwa nilai jasa yang dibayarkan itu
sangat kecil sekali, sangat kecil sekali sehingga dari gambaran itu, maka
kemudian kita bisa melihat ... kalau begitu, maka konsumen sumber
daya air hanya mengganti sebagian kecil dari biaya operating and
maintenance, hanya mengganti sebagian. Nah, semua biaya investasi
dan pembangunan infrastruktur untuk penyediaan dan pengasuh sumber
daya air itu ditanggung oleh Pemerintah dan itu tidak diperhitungkan di
dalam penentuan biaya jasa air.

Nah, dari situ maka kemudian kita bisa melihat bahwa ada
beberapa implikasi. Yang pertama, mungkin kita akan bertanya, kenapa
negara melakukan itu? Artinya kan negara rugi. Karena kalau kita rujuk
di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, di sana dikatakan
bahwa sumber daya air itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, pasal itu adalah sesungguhnya
adalah turunan dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3) yang
menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.” Jadi negara mungkin secara finansial, mungkin
secara finansial merugi di dalam pengelolaan sumber daya air, kalau
semua harus kita perhitungkan cost-nya, tetapi itu bisa saja terjadi
sepanjang itu diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Implikasi yang kedua adalah jika seandainya negara di dalam
melakukan pengelolaan sumber daya air itu berorientasi pada aspek
komersial atau melakukan komersialisasi, maka seharusnya dari yang
sudah kami sampaikan tadi, biaya jasa untuk air yang harus dibayar itu
minimal, sekali lagi, minimal sebesar biaya ekonomi air. Syukur-syukur
sebesar total ekonomi value-nya. Tadi dari gambar sudah kita lihat hanya
sebagian kecil dari operating and maintenance costs-nya. Karena itu,
maka saya berpendapat bahwa tidaklah berdasar kalau ada pendapat
atau pandangan yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004 dilandasi oleh semangat atau mengandung semangat
tentang komersialisasi sumber daya air. Kalau itu dikomersialkan maka
harusnya biaya jasanya itu harusnya mahal sekali.

Nah, implikasi yang ketiga adalah kalau kita mendasarkan pada
nilai ekonomi air, maka kita akan melihat bahwa kemampuan konsumen
atau willingness to pay setiap pengguna air itu akan berbeda-beda.
Kemampuan konsumen rumah tangga dan petani yang menggunakan
dalam bentuk air irigasi, itu tentu akan lebih kecil dibandingkan dengan
sektor industri. Nah, jadi kalau ini kemudian hukum ekonomi yang harus
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kita jalankan, maka kemudian pasti akan terjadi dominasi yang punya
willingness to pay besar terhadap yang kecil.

Nah, oleh karena itu, dalam kondisi ini saya kira pemerintah perlu
berperilaku arif di dalam koridor konstitusi negara.

Oleh karena itu, maka saya berpendapat perlu adanya
keperpihakan negara untuk memberikan perlindungan bagi rakyat kecil,
dalam hal ini adalah sektor rumah tangga dan sektor pertanian. Inilah
yang saya sebutkan sebagai diskriminasi positif, diskriminasi positif di
dalam pemanfaatan sumber daya air.

Jadi penerapan diskriminasi positif akan bermanfaaat bagi
masyarakat kecil sehingga dia memiliki akses terhadap sumber daya air.
Oleh karena air itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat
vital bagi kehidupan manusia dan dia bersifat infinite.

Nah, bentuk diskriminasi positif ini di dalam konteks Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2004, saya melihat paling tidak ada dua. Yang
pertama adalah pemberian skala prioritas bagi konsumen air, jadi
memberi skala prioritas bagi konsumen air. Yang kedua, adanya
pembebasan biaya jasa di dalam pengelolaan sumber daya air.

Prinsip diskriminasi positif ini, kita bisa melihat di dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2004, misalnya pada Pasal 29 ayat (3) dan Pasal
80 ayat (1) dan (2). Pasal 29 ayat (3) menyatakan, “Penyediaan air
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari ... untuk memenuhi pokok
sehari-sehari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang
sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air. Jadi
di sinilah diskriminasi positifnya. Kita akan bisa bayangkan kalau harus
menggunakan hukum ekonomi murni kemudian willingness to pay-nya
pasti akan kalah sektor ini. Tetapi undang-undang ini mengatakan bahwa
ini adalah skala prioritas, kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi
sektor pertanian. Tadi sudah kami sampaikan bahwa 84,5% padi yang
dihasilkan di Indonesia itu dari irigasi. Dan 1 kg beras kira-kira 3.000-
3.500 liter. Jadi, kalau konsumsi beras per kapita penduduk kita
katakanlah secara rata-rata 139 kilogram per kapita per tahun, kalau itu
dikalikan itu berapa? Berapa besar air di sini? Jadi, ini yang saya kira
penting.

Nah, yang kedua adalah Pasal 80 ayat (1) dan (2). Ayat (1)
mengatakan, “Penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa
pengelolaan sumber daya air,” tidak dibebani biaya jasa pengelolaan
sumber daya air.

Ayat (2) menyatakan, “Pengguna sumber daya air selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menanggung biaya jasa
pengelolaan sumber daya air.” Inilah yang saya sebut sebagai
diskriminasi yang positif dan itu saya kira penting untuk memberikan
(suara tidak terdengar jelas) negara, memberikan perlindungan kepada
masyarakat yang lemah sesuai dengan amanat konstitusi kita.
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61.

62.

Majelis Hakim dan Hadirin yang saya muliakan, izinkanlah saya
untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi, dari paparan yang sudah kami
sampaikan, maka kemudian ada tiga kesimpulan. Yang pertama adalah
rumusan substansi di dalam materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004 sejalan dengan politik negara di dalam pengelolaan sumber daya
air sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun
1945, terutama Pasal 33.

Kesimpulan yang kedua, rumusan dan semangat Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tidak didasari oleh semangat untuk melakukan
komersialisasi, hamun justru memberikan keberpihakan dalam bentuk
perlindungan, dalam bentuk skala prioritas, dalam bentuk pembebasan
biaya jasa air dalam pemanfaatan sumber daya air kepada masyarakat
yang kurang mampu secara ekonomi. Ini adalah untuk mewujudkan
sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diamanatkan di
dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33.

Majelis Hakim Yang Saya Muliakan, pada akhirnya Ahli memiliki
keyakinan akademik bahwa rumusan dan semangat Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 selaras dengan jiwa, semangat, dan nilai dasar
politik bernegara di dalam mengelola sumber daya air sebagaimana
tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama Pasal
33.

Demikian, Majelis Hakim yang saya muliakan. Terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb.

KETUA: HARJONO
Ya, ada pertanyaan dari Pemerintah? Pemohon, silakan.
KUASA HUKUM PEMOHON: SYAIFUL BAKHRI

Ada. Terima kasih, Ketua. Saudara Ahli, salah satu isu
dilakukannya GR ini adalah pemerintah tidak melaksanakan apa yang
disebut dengan kondisional bersyarat dari putusan-putusan terdahulu.
Itu jelas digambarkan tahun 2004, lalu Ahli menyatakan bahwa
pemerintah telah melaksanakannya tentang penggunaan air ini untuk
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu pertanyaan pertama.

Kemudian isu yang kedua dari undang-undang ini adalah juga
melakukan apa yang disebut dengan beberapa pasal tentang hak guna
usaha dan privatisasi.

Kami telah menyampaikan dan Ahli-Ahli kami juga telah
menyampaikan bahwa memang telah terjadi privatisasi air dengan
masuknya swasta asing dalam pengelolaan, salah satunya adalah air
minum kemasan dan itu berharga mahal, maka tidak sesuai dengan
ekonomi ... eh ... dengan parameter ekonomi Pancasila. Maka benarlah
apa yang Saudara Ahli sampaikan bahwa ada dua pandangan mengenai
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63.

64.

65.

66.

air yang disebut dengan public good dan yang satunya lagi adalah
private good.

Di mana posisi Ahli? Dan dari tadi juga Ahli tidak menyebutkan
bagaimana sih, pandangan perspektif ekonomi Pancasila yang
mengaitkan mengenai khusus tentang privatisasi air? Mohon penjelasan.
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: HARJONO
Ahli, ada jawaban untuk pertanyaan itu?
AHLI DARI PEMERINTAH: JANGKUNG HANDOYO MULYO

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Jadi, saya berpendapat
bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon tadi bahwa air kemasan,
saya kira konteksnya berbeda. Kalau kita mau melihat bahwa air
kemasan itu kan, sudah produk lanjutan. Produk lanjutan. Kita bicara
tentang ... apa namanya ... sumber daya air secara umum. Jadi, kita
lihat. Jadi, saya tidak yakin kalau sumber daya air yang digunakan untuk
air kemasan itu besar. Itu sangat kecil sekali, baik itu pada takaran
global maupun di Indonesia. Jadi, sangat kecil sekali.

Tadi saya sampaikan bahwa untuk menghasilkan satu kilogram
beras saja, itu perlu 3.000 liter. Perlu 3.000 liter. Nah, konsumsi air kita
berapa? Berapa yang mengkonsumsi air kemasan itu?

Jadi, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya
adalah saya ingin menegaskan bahwa kalau itu dikatakan privatisasi,
rasanya tidak. Privatisasi itu maknanya adalah upaya untuk menjual
semua aset negara ... semua aset negara. Apakah betul semua aset yang
berkaitan dengan sumber daya ini dijual? Ini pertanyaan dasar yang
harus dijawab. Kalau Pemerintah sudah mengupayakan sekian persen,
kalau hanya ada sebagaian kecil saja yang kemudian apa ... diolah, ya
saya kira itu adalah hal yang wajar. Jadi, saya melihatnya itu bukan
merupakan privatisasi. Terima kasih.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAIFUL BAKHRI
Ada yang belum dijawab.
KETUA: HARJONO

Ya, silakan mengingatkan. Kalau dia bisa menjawab.
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67.

68.

69.

AHLI DARI PEMERINTAH: JANGKUNG HANDOYO MULYO

Mohon maaf. Kemudian yang berkaitan dengan ekonomi
Pancasila. Kami ingin menyampaikan bahwa kalau kita bicara ekonomi
Pancasila, maka ekonomi Pancasila salah satunya di dalam itu adalah
tercermin di dalam Pasal 33 salah satunya. Di sana dikatakan bahwa
bumi dan air, dan tanah yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara. Jadi kalau dikuasai, artinya negara tetap harus yang berkuasa.
Memberikan izin, melakukan pemantauan, itu dilakukan oleh negara. Jadi
contoh yang sudah saya sampaikan tadi, itu akan menunjukkan
bagaimana komitmen negara di dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Sampai-sampai tadi harusnya biaya sumber daya air itu
besar sekali, tapi hanya sebagian saja dari operating (suara tidak
terdengar jelas) yang dibayarakan. Kalau kita bicara komersialisasi, pasti
itu harus mahal. Tetapi karena ini untuk masyarakat kecil, yang kekuatan
atau daya belinya sangat kecil, ini diberikan perbedaan.

Nah, saya kira ini perspektif yang harus dipertimbangkan juga
kalau kita mau bicara tentang apa ... komersialisasi. Terima kasih.

KETUA: HARJONO
Ada pertanyaan lain? Silakan.
KUASA HUKUM PEMOHON: UMAR HUSEIN

Ya, jadi dari sebelum ditanyakan dan setelah ditanya pun kami
belum menangkap sikap dan pandangan yang jelas dari Ahli tentang
kaitan keberadaan sumber daya air ini. Tadi memang dikatakan dikuasai
negara, tapi kemudian penafsirannya kok ke izin, gitu Pak. Dikuasai ...
sebentar, belum selesai Pak. Artinya kalau hanya itu, terlalu rendah dan
terlalu kecil peran negara, gitu kan. Apakah negara tidak mampu
mengelola langsung sumber daya airnya? Apakah negara tidak punya
uang? Gitu kan. Kita tahu pengelolaan sumber daya air di Jakarta, itu
jelas negara dirugikan dan yang memangsa adalah asing. Apakah fakta
itu kurang cukup? Gitu. Sementara Bekasi, yang dikelola mandiri justru
untung, Pak.

Nah, kalau Bapak tadi mengatakan sumber daya ... air kemasan
hanya lanjutan, kenapa air kemasan itu marak? Karena masyarakat
secara umum, tidak dapat mengakses pada air bersih, Pak. Itu yang
kami tanyakan, Pak. Terima kasih, Pak. Nah diskriminasi positif yang
Bapak sampaikan tadi tidak ada di lapangan itu, Pak. Siapa pun yang beli
air kemasan, harganya sama, Pak. Terima kasih, Pak.
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70.

71.

72.

73.

74.

75.

KETUA: HARJONO
Ada jawaban, silakan.
AHLI DARI PEMERINTAH: JANGKUNG HANDOYO MULYO

Baik. Jadi saya bicara sesuatu yang jauh lebih besar daripada
sekedar air kemasan. Yang ingin saya katakan, Bapak bisa melihat
datanya berapa banyak misalnya tadi, kalau saya sebut berapa yang
digunakan air irigasi itu dibandingkan air kemasan. Mereka ... pemerintah
sudah memberikan diskriminasi sampai tidak membayar. Kalau itu tidak
dilakukan, mungkin harga beras kita akan bisa mahal, Pak. Dan kalau itu
terjadi, maka kemudian akan bisa terjadi chaos. Karena apa karena daya
beli kita masih relatif rendah. Jadi, ingin saya katakan bahwa saya
berpendapat bahwa ... apa namanya ... Pemerintah negara tetap
memberikan upaya untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.
Memberikan diskriminasi positif kepada yang lemah, dalam rangka untuk
itu. Terima kasih.

KETUA: HARJONO

Oke. Ya, mungkin ada dari meja Hakim? Saya akan bertanya ini
kepada Ahli. Ini background-nya ekonomi, Pak ya? Betul? Ya dan hukum
juga? Bukan hukum.

AHLI DARI PEMERINTAH: JANGKUNG HANDOYO MULYO

Maaf, jadi saya Sl-nya ekonomi pertanian. S2-nya mengambil
ekonomi, kemudian S3-nya bidang ekonomi juga. Jadi bukan hukum,
hanya fakultas ekonomi saja, Majelis Hakim.

KETUA: HARJONO

Ya. Saya ingin tanya ini, Pak. Kalau produksi air kemasan itu,
tentu ini adalah berkaitan dengan Bapak punya datanya enggak? Gitu ya.
Kalau dihitung dengan apa yang Bapak contohkan, ada yang disebut
sebagai supply cost itu tadi, bagi mereka yang memproduksi air-air
kemasan itu, berapa privilege yang dia ambil antara supply cost dengan
jual mereka? Bapak punya data itu enggak?

AHLI DARI PEMERINTAH: JANGKUNG HANDOYO MULYO

Terima kasih, Majelis. Saya tidak punya data itu.
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76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

KETUA: HARJONO
Oh, tidak punya data?

AHLI DARI PEMERINTAH: JANGKUNG HANDOYO MULYO
Tidak.

KETUA: HARJONO

Dan tidak bisa kira-kira membayangkan apakah itu terlalu jauh
atau bagaimana?

AHLI DARI PEMERINTAH: JANGKUNG HANDOYO MULYO
Maksudnya? (Suara tidak terdengar jelas) jawabannya.
KETUA: HARJONO

Bagi mereka yang memproduksi air kemasan, tentu ada
penghitungan supply cost-nya.

AHLI DARI PEMERINTAH: JANGKUNG HANDOYO MULYO
Ya.

KETUA: HARJONO
Itu base untuk menghitung biaya.

AHLI DARI PEMERINTAH: JANGKUNG HANDOYO MULYO
Ya.

KETUA: HARJONO

Lalu kemudian external pay economic dan external environmental,
saya enggak tahu apakah ini di-charge atau tidak.

AHLI DARI PEMERINTAH: JANGKUNG HANDOYO MULYO

Ya.
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

KETUA: HARJONO

Di dalam penghitungan mereka untuk mendapatkan katakan 1
liter air. Tapi kalau sudah dijual, itu beda antara yang harga jualnya
dengan biaya-biaya full cost, economic cost, supply cost itu seberapa
banyak bedanya (suara tidak terdengar jelas)?

AHLI DARI PEMERINTAH: JANGKUNG HANDOYO MULYO

Kalau angka pastinya saya tidak punya, Majelis Hakim. Tetapi
saya membayangkan kalau itu dimasukkan, mestinya itu akan lebih
besar, mestinya itu akan lebih besar.

KETUA: HARJONO

Enggak. Karena  perhitungan-perhitungannya  menyangkut
persoalan apakah dia itu memang profit making, begitu? Kalau (suara
tidak terdengar jelas) terlalu tinggi, realitasnyalah, sebetulnya bisa dijual
dengan harga separuh dari yang sekarang. Itu kira-kira terhitung seperti
itu ataukah Bapak mengetahui bahwa itu ada larangan-larangan untuk
tidak melakukan penjualan yang segitu mahal?

AHLI DARI PEMERINTAH: JANGKUNG HANDOYO MULYO

Saya tidak tahu hal itu, Majelis Hakim karena di luar kebidangan
saya.

KETUA: HARJONO

Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya, untuk Ahli yang pertama.
Yang kedua, silakan.

AHLI DARI PEMERINTAH: RAYMOND VALIANT RURITAN

Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi,
serta yang kami hormati Wakil Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat,
dan Para Pemohon. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
Jadi izinkan kami untuk memberikan keterangan Ahli mengenai alokasi
sumber daya air dalam kerangka pendayagunaan sumber daya air.

Jadi keterangan vyang kami berikan ini didasarkan pada
pengetahuan dan pengalaman yang kami miliki, dan sejauh mungkin apa
yang kami sampaikan ini tujuannya adalah untuk memperjelas
kedudukan dan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia di dalam
mengelola sumber daya air dalam kerangka Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004.
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Saya kira saat ini undang-undang itu sedang diuji dan ada
beberapa pasal yang diharapkan dapat dibandingkan terhadap Undang-
Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan. Jadi perkenalkanlah terlebih
dulu diri kami Raymond Valiant, saya berdasarkan pendidikan dan tugas,
dan profesi mengelola sumber daya air. Pendidikan kami memang adalah
di bidang rekayasa sumber daya air dan kami tersertifikasi sebagai
profesional di bidang sumber daya air dan saat ini menjabat sebagai
direksi di salah satu BUMN di Indonesia.

Ada tiga bagian yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah
tentang pendayagunaan sumber daya air. Yang kedua, tentang
penerapan dari alokasi air dengan mengambil contoh di wilayah Sungai
Brantas, yang merupakan salah satu wilayah sungai yang saat ini
pemerintah republik Indonesia banyak melakukan upaya pengelolaan
sumber daya air dan dapat kita sajikan kepada Ibu dan Bapak sekalian di
sore hari ini, dan kepada Majelis Hakim yang kami hormati sebagai
contoh yang dapat menunjukkan peran dari pemerintah di dalam
pengelolaan sumber daya air.

Jadi pertama-tama kita paham bahwa air dalam kenyataannya itu
selalu terbatas, sebab hanya sekitar 2,5% yang berada dalam keadaan
tawar di permukaan bumi ini dan ini pun terbatas, terancam karena
perilaku manusia baik akibat perubahan pada siklus hidrologi, limbah
baik itu yang berasal dari rumah tangga, industri, pertanian yang
dibuang ke perairan danau, waduk, rawa, dan sungai-sungainya, serta
pelepasan gas rumah kaca yang juga mendorong perubahan iklim global.

Sejauh air masih tersedia secara memadai, pemakaian secara
bebas tidak menimbulkan masalah, tapi dalam kenyataannya air yang
dapat dimanfaatkan secara layak semakin lama semakin terbatas, baik
dari segi kuantitas, kualitas, tempat, ruang, dan waktu sehingga selalu
muncul keterbatasan yang akhirnya menimbulkan rivalitas dan kompetisi.

Ketimpangan dan persaingan memang tidak bisa dihindari karena
air memiliki rivalitas dan eksternalitas yang tinggi sehingga
pemakaiannya senantiasa menimbulkan kompetisi secara terus menerus.
Tetapi tidaklah mustahil untuk menciptakan alokasi sumber daya air yang
disepakati bersama dan dapat memberikan kemaslahatan bagi orang
banyak.

Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi.
Selanjutnya izinkan kami secara ringkas menunjukkan tentang
bagaimana dilakukan alokasi air. Prinsip terpenting dalam
mengalokasikan air adalah memahami bahwa air adalah jumlah ...
adalah sesuatu sumber daya yang terbarukan namun jumlahnya
terbatas. Pemakaian air oleh salah satu pengguna akan mengurangi
kesempatan dari pengguna yang lain sehingga dengan demikian semakin
nyata bahwa air sebenarnya memiliki sifat eksklusif. Dalam
pemakaiannya dapat menimbulkan kompetisi dan rivalitas.
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Pola alokasi air atau cara kita mengalokasikan sumber daya air
sebenarnya adalah upaya atau cara menciptakan keadilan bagi semua
pengguna air tanpa mengorbankan salah satu pihak. Oleh karena air
adalah sumber daya alam yang cair, yang mengalir secara dinamis dari
tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, maka sebenarnya
alokasi air tidak mengenal batas administrasi. Alokasi air permukaan bagi
kesejahteraan orang banyak dapat diciptakan dengan melibatkan para
pengguna air dan pemangku kepentingan atas air secara bersama-sama.

Jadi seperti yang kita lihat pada slide, kalau boleh mundur satu
slide, ya, mundur satu ... nah. Potensi air di Indonesia ini sangat besar,
sangat besar mencapai jumlah 3.906 km* per tahun. Jadi, kurang-lebih
3.906 miliar m® per tahun. Tetapi sebenarnya tidak memadai, pulau-
pulau yang padat penduduknya jumlah airnya lebih sedikit dibandingkan
pulau-pulau yang misalnya penduduknya sedikit, tapi airnya banyak.

Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa bila pemakaian air cukup
tinggi maka muncullah kompetisi dan rivalitas, itu barangkali juga bisa
menjelaskan kenapa air isi ulang itu lebih banyak berkembang di kota-
kota yang padat dan tidak di tempat-tempat yang pemukimannya
sedikit? Baik, kami lanjutkan.

Jadi, kalau kita kembali ke alokasi air, maka sebenarnya alokasi air
adalah upaya menyusun suatu keseimbangan antara kebutuhan dan
ketersedian air. Nah, kita bicara pada tingkatan daerah aliran sungai, kita
juga bisa bicara pada tingkatan provinsi, kita juga bisa bicara pada
tingkatan nasional. Tetapi intinya adalah air jumlahnya terbatas dan bila
dia tidak dibagi, maka dia akan habis ke laut setelah jatuh dari langit.
Jadi, upaya membagikan air melakukan alokasi air adalah cara kita
menyiapkan tiap kubik air yang cukup pada saat yang tepat untuk
masyarakat yang memerlukannya di titik yang tepat juga.

Nah, neraca air di sini sebenarnya lebih merupakan perhitungan
teknis karena menyangkut masalah hidrologis logistik dan dia biasanya
mencakup suatu batasan waktu di dalam suatu wilayah tertentu. Jadi
pembagian air permukaan selalu mempunyai batasan waktu dan selalu
dibatasi oleh daerah aliran sungai atau batasan wilayah tertentu di mana
memang pemakai air berada.

Nah, perhitungan air. Neraca air atau perhitungan keseimbangan
air ini dapat membantu untuk menerangkan seberapa besar aliran air
yang masuk dan keluar pada suatu wilayah sungai sehingga dapat
diketahui berapa air yang masih bisa dibagikan pada suatu tempat untuk
suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu, serta bagaimana
kondisi kualitasnya?

Jadi alokasi air sebenarnya berkaitan dengan pengelolaan
ketersediaan atau yang kita sebut dengan supply management dan
dilakukan dengan menambah pasokan air, serta pengelolaan kebutuhan
atau demand management untuk mengendalikan pemakaian air.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 telah menyebutkan bahwa alokasi
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air merupakan salah satu bentuk dari kegiatan operasional untuk
mengoptimalkan air melalui prasarana infrastruktur sumber daya air
yang ada. Jadi, disini sudah tampak bahwa kerangka berfikir kita adalah
air harus dibagikan, harus dibagikan tepat waktu, tepat sasaran, tepat
orang. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan supply management dan
juga demand management. Kami mohon izin, nanti kami uraikan lebih
lanjut.

Slide berikutnya. Ini adalah gambaran dari infrastruktur yang
memang harus dibangun agar air permukaan dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat. Kita paham bahwa ada siklus hidrologi, di mana air
menguap dari laut terbawa oleh angin, jatuh ke daratan sebagai hujan,
terbagi merata di atas permukaan tanah, sebagian meresap, sebagian
lagi mengalir ke permukaan tanah ... di atas permukaan tanah. Tugas
dari infrastruktur pengairan sebenarnya adalah mengatur agar air yang
jatuh dari langit ini dapat disimpan, dapat ditangkap, dapat dibagikan
secara tepat waktu, secara tepat sasaran, dan secara tepat wilayah.
Untuk itu biasanya dianut azas membangun bendungan, membangun
infrastruktur irigasi, membangun intake, membangun bendung gerak,
dan sebagainya. Dan ini sebenarnya adalah bagian dari usaha untuk
menyediakan air bagi keperluan orang banyak dan umumnya di
Indonesia dianut bahwa pemerintah merupakan inisiator yang
menggerakkan pembangunan infrastruktur agar air dapat dilayani untuk
kepentingan masyarakat. Jadi asasnya pada umumnya adalah demikian.

Next slide. Kalau kita bicara tadi tentang supply management,
yaitu membangun infrastruktur untuk menyediakan air, kita juga harus
bicara tentang demand management yang sebenarnya merupakan
mekanisme mengendalikan pemakaian air. Jadi di satu sisi ada
ketersediaan, di sisi yang lain ada kebutuhan.

Nah, pengendalian kebutuhan ini cukup penting dan di dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 di Pasal 8 telah disebutkan bahwa
cara bagi pemerintah untuk mengendalikan pemakaian air dengan
menerbitkan perizinan. Jadi, izin ini adalah bagian dari kita mengelola
para pemakai air. Nah, bila kita perhatikan dengan izin, maka manfaat
dapat diketahui besaran pengambilan airnya dan dikaji prioritasnya, ini
penting prioritas. Karena seperti yang kami sebutkan tadi, air itu terbatas
ada rivalitas, ada kompetisi, dan bila pemakai air ini tidak dikendalikan
dengan izin dan tidak ditetapkan prioritasnya, maka yang terjadi adalah
persaingan bebas yang kuat akan menutup air dan mengambil alih air
yang hendak dia pakai dan menyisakan sisa-sisa air untuk yang lemah,
ini tidak boleh terjadi. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
memberikan ruang perizinan bagi kita, semua orang yang menggunakan
air dan mengelola air agar pemakaian air dapat dikendalikan. Ini yang
kita sebut sebagai demand management.

Pasal 29 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air dengan jelas mengatur prioritas pemakaian air.
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Pertama, pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan
irigasi bagi pertanian rakyat di dalam daerah irigasi yang ada. Baru,
setelah itu muncul pemenuhan kebutuhan lainnya. Jadi prioritas
pemakaian air, kita sudah tahu bahwa air itu tersedia secara terbatas
terhadap ruang, waktu, dan jumlah, kalau kita memberikan kesempatan
pemakai air yang ngambil, maka pemakai pertama yang memperoleh
kesempatan dalam kerangka perizinan adalah mereka yang hendak
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan bagi irigasi pertanian rakyat,
ini disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 29.
Dimungkinkan bahwa kemudian pemerintah daerah ikut memberikan
masukan, ikut mengatur sesuai dengan keterbatasan wilayahnya, sesuai
dengan kondisi wilayahnya, namun tetap dengan memerhatikan urutan
prioritas dari pemakai air yang ada. Jadi ini sebenarnya sudah
terakomodir juga di dalam Pasal 17 dan 18 dari Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2004.

Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi,
selanjutnya izinkan kami untuk sedikit teknis menjelaskan bagaimana air
itu bisa dialokasikan di dalam suatu wilayah sungai, jadi untuk
memberikan gambaran tadi bahwa ada kebutuhan, ada ketersediaan,
bagaimana kebutuhan dan ketersediaan tadi bisa dibagikan airnya secara
adil, kami mohon izin untuk menggunakan daftar alir sebagaimana yang
ditayangkan.

Jadi yang pertama bahwa bagaimanapun juga air itu selalu
terbatas sehingga alokasinya pun harus memperhatikan batasan,
ketersediaan air yang ada dapat diketahui setelah dilakukan analisis
terhadap data DPT sungai dalam kurun waktu tertentu, umumnya
demikian. Bisa juga dari curah hujan, tapi curah hujan sedikit bervariasi,
yang biasa dipakai adalah air yang ada di sungai. Setelah itu dilakukan
perkiraan, kalau misalnya kita tahu suatu sungai tertentu, entah itu
Batanghari, Brantas, Musi, atau barangkali Bengawan Solo bisa kita
ketahui kepastian debit yang ada berapa, barulah kita pilih berdasarkan
probabilitas berapa besar keyakinan debit yang ingin kita bagikan. Dan
ini adalah hal yang sangat teknis sebenarnya.

Setelah kita ketahui sebenarnya dengan probabilitas berapa
kepastian debit atau tingkat keandalan dari air yang tersedia, kita
biasanya kategorikan apakah itu di atas normal, normal, atau di bawah
normal. Berdasarkan kriteria ini baru dilakukan pembagian, pembagian
itu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan air dari para pemanfaat.
Nah, data pemanfaat ini sekali lagi kembali kepada prioritas yang awal
bahwa para pengguna air untuk keperluan sosial, petani yang ada di
dalam sistem irigasi, pertanian rakyat itulah yang harus didahulukan.

Kebutuhan air untuk pertanian termasuk di dalamnya pertanian
rakyat tergantung pada pola tata tanam yang langsung berhubungan
dengan pengambilan air irigasi. Mungkin ada kebutuhan yang lain,
kebutuhan yang lain ini muncul karena kebutuhan primer masyarakat,
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mungkin juga ada kebutuhan air minum dari PDAM yang mengambil air
dari sungai untuk penjernihan, mungkin juga ada industri yang
mengambil air, mungkin juga PLTA, semua kebutuhan ini kemudian
digabungkan menjadi satu, kemudian oleh suatu operator atau pengelola
sumber daya air di dalam wilayah sungai tersebut dihitung sehingga
muncul balancing terhadap waktu dan tempat.

Balancing ini kemudian diserahkan kepada apa yang tadi
dijelaskan oleh saksi sebagai tim koordinasi pengelolaan sumber daya
air, jadi dalam suatu wilayah sungai ada tim koordinasi pengelolaan
sumber daya air. Ada ketersediaan, ada kebutuhan, dikombinasikan
menjadi suatu neraca, neraca ini dihitung secara teknis sehingga kita
memperoleh data-data, nanti akan kami sajikan contohnya. Kemudian
disajikan ketika PSDA, TK PSDA yang 50% beranggotakan unsur
pemerintah dan 50% unsur nonpemerintah melakukan pembicaraan
untuk mengkompromikan kebutuhan air yang ada. Kalau kebutuhan
dengan ketersediaan sudah cocok, maka terbitlah rekomendasi pola
operasi waduk dan alokasi air, sebutannya begitu. Maaf ya mungkin
sedikit teknis, tetapi dari pola operasi waduk dan alokasi air inilah maka
dapat diberikan jaminan bahwa air yang turun dari langit yang kemudian
mengalir di sungai dapat dibagikan melalui infrastruktur-infrastruktur
pengairan yang ada secara tepat waktu, tepat sasaran, dan dalam
jumlah yang tepat.

Next slide. Kami akan memberikan contoh dari apa yang kami
uraikan tadi, tentu saja dengan contoh yang lebih konkret kami ambil
kasusnya adalah di wilayah sungai Brantas.

Jadi yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Konstitusi, kami akan menguraikan sedikit tentang alokasi air yang tadi
kami uraikan ... jelaskan di awal dengan mengambil contoh di wilayah
sungai Brantas.

Beberapa penekanan tentang wilayah sungai Brantas, jadi
kedudukannya di Provinsi Jawa Timur yang kita semua sudah tahu
letaknya. Wilayah sungai ini sebenarnya hanya s luasnya dari Provinsi
Jawa Timur, tetapi menyumbang setidaknya perkiraannya 58% dari
produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Timur, dan 50% penduduk
Jawa Timur berada di dalam DAS Brantas ini. DAS Brantas ini bisa
menjadi contoh yang baik tentang bagaimana kita membagikan air
dalam sistem alokasi yang ada. Sungai ini sendiri disebut sungai strategis
nasional yang kalau diperhatikan luas daerah irigasinya adalah 100.600
hektar, industri yang mengambil air ada 144, dan titik pengambilan air
untuk keperluan domestik ada 28.

Next slide. Prasarana pengairan yang ada di wilayah Sungai
Brantas ini sudah dikembangkan oleh pemerintah Republik Indonesia
sejak tahun 1961, sudah melalui empat rencana induk dan semuanya
mencoba untuk mengembangkan air secara bertahap, secara bijak yang
dimulai dari pengendalian banjir tahun 1960-an, ya tahun 1962, tahun
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1972. Kemudian, setelah banjir bisa dikendalikan ada upaya untuk
membagikan air untuk keperluan irigasi. Kemudian, setelah itu
ditingkatkan lagi air bak untuk domestik dan industri dan sekarang ini
lebih ke arah pengelolaan. Jadi, tahapan pembangunannya sudah cukup
panjang dan prasarana pengairan yang diinvestasikan oleh pemerintah di
dalam wilayah Sungai Brantas sudah cukup banyak.

Next slide. Ini adalah gambaran dari infrastruktur yang sudah
dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia mulai tahun 1961 di
wilayah Sungai Brantas. Saya tidak bacakan karena secara tertulis sudah
kami tulis, sajikan di dalam laporan tertulis, nanti mohon berkenan
disimak. Tapi dapat kami sampaikan bahwa yang tersedia adalah mulai
dari bendungan yang menyimpan air, bendungan yang membagikan air,
saluran irigasi yang membagikan air untuk keperluan masyarakat, intake
untuk keperluan domestik maupun juga bendung-bendung yang
mengatur agar air laut tidak masuk ke dalam sungai, sehingga menjaga
kesanitas air.

Kalau dilihat sebenarnya dengan wilayah sungai seluas 11.800
km2, maka prasarana pengairan yang ada ini sebenarnya mengelola
kurang-lebih, kalau saya persentasekan hanya sekitar 30% saja dari air
yang jatuh dari langit. Air yang jatuh di wilayah Sungai Brantas kalau
dijadikan aliran air di permukaan, selain air yang menguap atau yang
meresap, itu kira-kira 12,4 miliar. Jadi, curah hujannya 2.000 milimeter
setahun, kalau dikalikan dengan luas DAS, dengan luas daerah aliran
sungai, kemudian dianggap bahwa separuhnya menguap, separuhnya
mengalir di permukaan tanah, maka potensinya sekitar 12 miliar ... 12,4
miliar m3,

Dari potensi sebesar ini, bendungan-bendungan atau prasarana
pengairan yang ada membagi kurang-lebih 3,3 miliar m3, jadi tidak
terlalu besar yang bisa dikelola. Sebagian besar air itu masih mengalir ke
laut. Nah, 3,3 inilah yang harus dibagikan secara bijak di dalam kerangka
alokasi air di wilayah Sungai Brantas. Silakan dilanjutkan.

Ini adalah salah satu pemanfaatan besar dari air, yaitu untuk
tenaga listrik di wilayah Sungai Brantas. Jadi, kapasitas terpasang dari
energi yang bisa dibangkitkan dari tenaga air di wilayah Sungai Brantas
adalah setara 280 megawatt yang terpasang dengan produksi cukup
signifikan dan ini menyumbang kepada ketersediaan energi baru dan
terbarukan untuk Jawa dan Bali.

Selain itu juga ada pemanfaatan ... next slide, yaitu untuk
keperluan industri dan domestik PDAM. Dimana seluruhnya ada 28 titik
pengambilan untuk kebutuhan air baku PDAM dan 144 titik pengambilan
untuk industri. Jadi, pemanfaatan ini cukup intensif, ya harap dimaklumi
karena jumlah penduduk di DAS Brantas itu 16.000.000. 16.000.000 itu,
ya kira-kira separuhnya Provinsi Jawa Timur, lebih banyak dari Belanda
dan lebih banyak dari negara Eropa yang sepakbolanya maju, begitu ya.
Tapi gambarannya begini. Bahwa air yang ada ini sebenarnya
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diperebutkan oleh banyak orang dan perebutan ini kadang-kadang tidak
terlalu tampak di permukaan bila tidak kita paparkan di dalam uraian ini.
Next slide.

Tentu saja untuk bisa membagi, pemerintah sudah menetapkan
adanya operator dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004, bentuknya adalah BUMN dan tugasnya diatur lagi di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010. Tugasnya adalah
pelayanan pemanfaatan air dan memberikan operasi dan pemeliharaan.
Next slide.

Dan ini adalah kerangka kerja yang dilakukan oleh TKPSDA di
wilayah Sungai Brantas bahwa mereka memberikan ... menetapkan
bagaimana air itu dibagikan. Prosesnya adalah dengan melalui
pengolahan data, pengolahan pola operasi, lalu memberikan pengolahan
data untuk menerbitkan pola operasi waduk dan alokasi air.

Jadi, kalau kita perhatikan, yang kami muliakan Ketua dan
Anggota Majelis Hakim Konstitusi, berikut ini sebenarnya skematisasi dari
proses alokasi airnya. Kita perhatikan ada beberapa unsur yang terlibat.
Pertama, pemerintah sebagai yang diberikan tanggung jawab dalam
mengelola air sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.
Yang kedua, yang kita perlu perhatikan ada TKPSDA yang
beranggotakan dari unsur pemerintah, nonpemerintah, pemanfaat air,
dan pemangku kepentingan yang bertindak sebagai, ya wadah
koordinasi. Dan yang ketiga adanya pihak yang mengelola sumber daya
air. Tadi sudah kami jelaskan bahwa untuk wilayah Sungai Brantas ada
operator yang memang diberikan tugas untuk mengelola sumber daya
air.

Sejak tahun 1980-an sebenarnya untuk wilayah Sungai Brantas ini
sudah dibentuk Panitia Tata Pengaturan Air. Jadi, membagi air dengan
proses konsultasi yang saya ceritakan tadi sebenarnya sudah mulai tahun
1980-an, hanya pada waktu itu bentuknya masih Panitia Tata
Pengaturan Air dan didominasi oleh pemerintah.

Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 terbit, Panitia Tata
Pengaturan ini diubah, diperbaiki, disempurnakan menjadi tim koordinasi
pengelolaan sumber daya air yang anggotanya adalah 50% unsur
pemerintah, 50% unsur nonpemerintah. Dan di Brantas ... wilayah
Sungai Brantas, tim koordinasi pengelolaan sumber daya air ini sudah
bekerja untuk dua aspek; pertama, menjamin pelayanan manfaat dan
yang kedua menjamin pelayanan publik atas air permukaan yang
dibagikan oleh operator sumber daya air.

Next slide. Ini adalah pemanfaat air yang dilayani di wilayah
Sungai Brantas. Jadi, kalau boleh diperhatikan oleh Bapak dan Ibu yang
kami hormati Majelis Konstitusi, pemanfaat air yang jelas adalah kalau
yang kita lihat dari perspektif pemakai air untuk kepentingan usaha
seperti listrik menerima manfaat sekitar 1,2 miliar KWh per tahun, air
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baku industri 0,158 miliar m2 per tahun, air baku domestik memakai air
sebesar 0,4 miliar m2 per tahun.

Sedangkan untuk kepentingan public, pengendalian banjir adalah
yang pertama di Brantas dan yang kedua pengguna air terbesarnya
adalah irigasi 2,7 miliar m2 per tahun. Jadi, dapat dibandingkan bahwa
pemakai air yang untuk industri itu hanya 0,158 miliar, air baku industri
... domestik 0,4. Pengguna terbesar irigasi yang di dalamnya terdapat
unsur dari pemanfaat untuk kebutuhan pokok dan pertanian rakyat
adalah pemanfaat yang terbesar di wilayah Sungai Brantas sebesar 2,7
miliar m2 per tahun. Selain itu juga ada air untuk keperluan
pemeliharaan sungai sebesar 0,63 miliar m2 per tahun di sungai utama.

Nah, kedua kelompok ini berbeda. Kelompok yang bersifat iriga ...
yang pengguna air irigasi, pengguna air untuk kepentingan pengendali
banjir, pemeliharaan sungai, ini dita ... dijamin, ditanggung oleh
pemerintah, tidak ada yang dibayarkan oleh mereka. Petani tidak
membayar apa-apa untuk mendapatkan layanan air sebesar 2,7 miliar
meter kubik per tahun.

Yang ikut menanggung sedikit biaya pengelolaan sesuai Pasal 80
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 adalah pemanfaat seperti PLTA,
industri, dan air baku domestik ... pemakai air baku untuk keperluan
domestik.

Jadi, dari sini tampak bahwa yang disebut sebagai diskriminasi
positif itu sebenarnya sesuatu yang faktual. Petani tidak membayar
untuk layanan air yang diterima, tetapi pengguna air untuk kelistrikan
misalnya sesuai dengan Pasal 80 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004 punya kewajiban ikut menanggung biaya pengelolaan sumber daya
air, dan ini adalah tugas dari operator untuk memastikan layanan air
tersebut.

Beberapa waktu yang lalu muncul pertanyaan kenapa ada banyak
air isi ulang, tidak saja di sekitar Jakarta tapi mungkin di Surabaya juga,
di Sidoarjo juga. Mari kita bandingkan kalau pemakai air untuk irigasi
adalah 2,7 miliar m2 per tahun, pemakai air baku industri adalah 0,158
miliar m2 per tahun, dan untuk air baku domestik 0,4 miliar m2 per
tahun, maka air isi ulang ini jauh lebih kecil dari 3 pemakai air yang saya
sebutkan tadi.

Mari kita ambil anggapan saja, asumsi, ada 2.000 truk yang setiap
hari mengambil air kemudian menjualnya ke kota. Kalau satu truk adalah
lima m2, 2000 kali lima m2, 365 hari dalam setahun, kali 365 hari
setahun, jumlahnya tidak lebih dari 4.000.000 m2 setahun. Sedangkan
pemakai air yang lain, yang dijamin oleh pemerintah seperti irigasi 2,7
miliar m2 per tahun, jauh lebih besar. Air baku domestik yang dibantu
oleh pemerintah investasi prasarana pengairannya, jauh lebih besar 0,4
miliar m2.

Angka-angka ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa
sebagian besar air yang ada di wilayah Sungai Brantas sebenarnya sudah
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dialokasikan di dalam kerangka berpikir, kerangka logis yang jelas dan
penerapannya tepat. Bahwa masih ada air isi ulang, itu adalah fenomena
yang kecil, fenomena yang berbeda dari layanan air, itu adalah
fenomena dari alokasi air. Yang disebut sebagai pengambilan air untuk
keperluan AMDK itu fenomena yang berbeda, peristiwa ekonomi yang
berbeda dari layanan air yang diberikan dalam kerangka tugas dan
amanat yang dimiliki pemerintah untuk mengelola air.

Next slide. Ini adalah gambaran. Jadi, yang kami hormati, yang
kami muliakan Hakim Konstitusi, ini adalah gambaran tentang alokasi air
di wilayah Sungai Brantas. Jadi, dia berbentuk dokumen. Dokumen ini
wajib ditaati, dioperasikan sesuai pola, mengatur debit air tiap sepuluh
hari sebulan untuk tiap titik sepanjang sungai. Jadi, ini adalah contoh
dokumennya. Bila nanti dikehendaki, kita bisa sampaikan dokumen itu
secara terpisah.

Tapi intinya adalah proses alokasi antara kebutuhan, ketersediaan,
diramu oleh satu operator, operator tadi berkonsultasi di TKPSDA,
TKPSDA memberikan rekomendasi, terbitlah persetujuan untuk
merekomendasikan pola alokasi air tadi, semua pengguna diajak
berunding, ditimbang, disediakan airnya, pola tadi kemudian disajikan ke
Pemerintah untuk ditetapkan oleh Menteri PU sebagai yang memiliki
kekuasaan untuk menetapkan pola, setelah itu diturunkan kembali ke
wilayah sungai tadi, dan operator membagi, mengawasi, dan
mengendalikan pembagian air tadi bersama-sama dengan Pemerintah
dan pemerintah daerah. Contoh dokumen yang mengikat adalah seperti
yang kami tampilkan. Next slide.

Kalau secara teknis mungkin ini bagi sebagian orang
membingungkan, tapi ini kira-kira adalah contoh dari bagaimana air itu
dikendalikan, air itu dilepas dari waduk dibagikan untuk tiap titik, itu
mengikuti grafik dan pemantauan yang memang merupakan upaya agar
air tidak dicuri, air itu tidak pergi tanpa dimanfaatkan. Next slide.

Bagaimana kalau misalnya terjadi kekeringan, krisis? Maka
kemungkinannya cuma dua. Pertama adalah realokasi atau ada teknologi
untuk melakukan modifikasi cuaca. Di wilayah Sungai Brantas beberapa
kali ternyata pola alokasi air dan ... tidak berjalan sesuai harapan karena
cuaca berubah, tiba-tiba menjadi lebih kering kemudian muncul
kekurangan air, waduknya tidak bisa mencukupi kebutuhan airnya. Apa
yang dilakukan? Kemungkinan pertama adalah melakukan realokasi air
dan itu sudah pernah dilakukan dalam pengalaman kami, dan yang kami
amati terakhir musim hujan 2012-2013 kemarin dilakukan realokasi air,
tetapi pengurangan atau realokasi air tadi dilakukan secara proporsional
dan tetap mendahulukan pengguna air yang untuk kebutuhan pokok
atau penggunaan hayat hidup orang banyak tadi, itu tetap dilakukan
karena tidak mungkin itu dikalahkan. Kalau toh ada yang kalah duluan,
yang kalah pertama-tama itu saja pembangkitan energi, setelah itu
mungkin yang dikalahkan adalah industri, setelah itu mungkin kita
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kalahkan pengguna-pengguna air yang lebih kecil. Tetapi untuk
keperluan domestik, pengambilan air untuk keperluan publik, keperluan
masyarakat yang kecil tetap kita alokasikan.

Kalau realokasi belum cukup, kita lakukan langkah kedua yang
namanya modifikasi cuaca, ini sudah dilakukan berkali-kali di wilayah
Sungai Brantas untuk menjawab kekurangan air. Pertama dimulai Tahun
1998 pada saat ada kondisi kekurangan air akibat Elnino di tahun
sebelumnya di Tahun 1997. Yang kita lakukan lagi di 2007, kita lakukan
lagi di Tahun 2012, 2013.

Satu hal penting bahwa untuk menjawab kekurangan air teknologi
modifikasi cuaca ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004. Kalau airnya kurang operator boleh mendatangkan curah hujan
tambahan dengan melakukan modifikasi cuaca, ini diizinkan di dalam
Pasal 38 tentang ... Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, dan
ini sudah dilakukan, dan hasilnya ya cukup bagus, Next slide.

Kalau kita bandingkan dalam contoh kasus kekeringan di wilayah
Sungai Brantas Tahun 2007, 2012, 2013, kita perhatikan bahwa tiap
dilakukan modifikasi cuaca dan hasilnya adalah pengguna air tidak perlu
dikurangi alokasi airnya. Jadi tidak ada pengguna air yang dikalahkan,
operator bersama-sama dengan Pemerintah melakukan upaya
penyemaian cuaca untuk menambah curah hujan, menambah
ketersediaan air di waduk sehingga pengguna air yang lain tidak perlu
dikalahkan, dan pemanfaat besar yang tetap menerima manfaat selain
listrik adalah para petani. Kalau mau dinilai secara ekonomi maka
modifikasi cuaca tersebut kalau untuk Tahun 2007 memberikan manfaat
ekuivalen kepada petani senilai Rp77 miliar, Tahun 2012 sekitar Rp334
miliar, dan Tahun 2013 kemarin Rp242 miliar. Jadi ini menjamin juga
pelayanan air ke petani.

Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi, kami hormati juga wakil Pemerintah, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Para Pemohon. Izinkan kami sekarang untuk membacakan
kesimpulan dari keterangan Ahli yang kami berikan.

Yang pertama, berdasarkan apa yang kami ketahui, apa yang
kami lakukan berdasarkan apa yang menjadi profesi kami maka kami
yakini bahwa sudah tepat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 melihat
bahwa pengelolaan sumber daya air dalam aspek yang paling dekat
dengan kepentingan masyarakat adalah menyediakan layanan air yang
bermanfaat, dan melindungi masyarakat dari bahaya, atau daya rusak
air. Ini dari perspektif yang makro.

Yang kedua. Kami melihat bahwa pendayagunaan sumber daya air
merupakan salah satu bagian dari pengelolan sumber daya air di dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, dan memerlukan pengembangan
prasarana pengairan secara fisik dalam wujud pembangunan
infrastruktur sumber daya air dan pelayanan manfaat air melalui
kegiatan alokasi air. Contoh nyata sudah kami berikan tadi.
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92.

93.

94.

95.

Yang ketiga. Berdasarkan contoh yang diberikan di wilayah Sungai
Brantas tampak bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dapat
diterapkan dalam bentuk pelayanan air melalui alokasi air yang
memperhatikan berbagai kriteria, baik dari segi prioritas sebagaimana
diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, dari segi
pemanfaatan, dari segi ketersediaan air secara stokastik, maupun dari
kebutuhan dari berbagai pengguna air dan lain sebagainya. Ini sedikit
banyak berhubungan dengan koordinasi dan TKPSDA yang diatur di
Pasal 80.

Keempat, secara praktik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
sudah dan telah menjadi acuan bagi pemerintah dalam proses
perencanaan dan pelaksanaan alokasi air yang melayani para pemanfaat
secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pemanfaat. Baik
yang berizin, maupun untuk pertanian dan kebutuhan pokok sehari-hari.

Yang terakhir, sebagai kesimpulan kami. Mungkin belum masuk
ke dalam slide tapi kami bacakan saja. Bahwa air secara hakikat
senantiasa terbatas terhadap ruang dan waktu sehingga prinsip pokok
yang harus selalu dipertimbangkan dalam mengelola sumber daya air ini
adalah termasuk di dalamnya mengalokasikan ... merupakan asas
keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga asas ini menurut
pemahaman kami telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004.

Demikian keterangan yang dapat kami berikan sebagai seorang
Ahli. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selamat sore.

KETUA: HARJONO

Baik, pada Pemerintah. Ada yang ditanyakan pada Ahli yang di?
PEMERINTAH:

Ada, Yang Mulia. Sedikit ada yang perlu diklarifikasi.

KETUA: HARJONO

Silakan.
PEMERINTAH:

Terima kasih untuk izinnya, Yang Mulia. Ahli yang saya hormati.
Seperti yang kita ketahui bahwa tugas Bapak sudah begitu banyak untuk
memenuhi  kebutuhan hidup minimum rakyat Indonesia dan
menyediakan untuk pertanian. Namun anak perusahaan Perum Jasa Tirta

I juga mencoba untuk memanfaatkan kelebihan air, diolah dalam bentuk
air kemasan.
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96.

97.

98.

99.

100.

Pertanyaannya adalah berapa persen dari jumlah volume air yang
Bapak kelola ini? Dan menurut pengetahuan Bapak, mana yang lebih
banyak artinya untuk biaya produksinya atau biaya distribusinya, Pak.
Bapak jual berapa per botolnya?

Terima kasih.

KETUA: HARJONO
Langsung saja Saudara Ahli.
AHLI DARI PEMERINTAH: RAYMOND VALIANT RURITAN

Jadi sebagai keterangan tambahan. Kami Perum Jasa Tirta I juga
memiliki sebuah unit bisnis kecil yang memanfaatkan kelebihan air untuk
dikemas menjadi air minum dalam kemasan. Pemakaian airnya tidak
lebih dari dua atau tiga liter per detik. Sangat kecil dan kalau
disetahunkan, jumlah air yang terpakai yang dikemas itu akhirnya
mungkin tidak lebih dari ratusan ribu m2.

Air tersebut memang dijual kepada pengguna air yang berkenan
membelinya, tetapi itu bukan merupakan kegiatan di mana perusahaan
atau pengelolanya terus memperoleh manfaat ekonomi yang sebesar-
besarnya dari menjual air karena ini merupakan produk suplementer
yang diberi oleh mereka yang memang hendak memakai air minum
dalam kemasan. Jadi ini merupakan produk yang hanya menambah nilai
manfaat air tetapi tidak bertujuan untuk memaksakan orang
menggunakan air di dalam kemasan. Kalau produksi dalam setahun tidak
lebih dari beberapa ratus ribu m2 saja. Demikian keterangan tambahan.

KETUA: HARJONO

Karena ada dipancing, saya langsung terpancing untuk tanya juga
ini. Tentang produk air kemasan dari yang Bapak ceritakan tadi,
meskipun itu tidak dimaksudkan untuk mendapatkan profit, kira-kira
untuk volume yang sama, dibandingkan dengan air kemasan yang
mencari profit itu tadi, average harganya beda banyak enggak?
AHLI DARI PEMERINTAH: RAYMOND VALIANT RURITAN

Mohon izin menjawab.

KETUA: HARJONO

Ya.
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102.

103.

AHLI DARI PEMERINTAH: RAYMOND VALIANT RURITAN

Jadi komponen dari air minum dalam kemasan itu ada beberapa
biaya bahan dan juga biaya yang bukan bersifat bahan. Kalau dilihat,
maka komponen airnya sendiri tidak terlalu besar. Yang mahal dalam air
minum dalam kemasan adalah kemasannya karena kemasannya
menggunakan materi yang harus layak untuk dipakai untuk menyimpan
makanan.

Perbedaan harga sebenarnya sangat relatif karena tergantung
juga kepada seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk hal-hal yang
lain. Misalnya satu produsen air minum dalam kemasan melakukan
banyak publikasi advertensi, atau advertorial untuk meyakinkan pembeli.
Maka sebenarnya biaya advertorial tadi bisa mungkin sama besarnya
dengan biaya yang dia pakai untuk memproduksi satu volume air
tertentu dalam kemasan. Sehingga untuk tiap produsen bisa berbeda.

Tetapi intinya adalah bahwa air minum dalam kemasan ini, Pak,
sebenarnya hanya merupakan satu bagian kecil dari yang kita sebut
sebagai penyediaan air untuk keperluan masyarakat. Munculnya pun
adalah karena kebutuhan yang sangat spesifik. Orang ingin memakai air
karena barangkali untuk segi kenyamanan, untuk keperluan praktis.
Tetapi bila dilihat, kenapa sedemikian besar keuntungan yang
diperdebatkan di sekelilingnya? Mungkin karena cara kita melihat
masalahnya adalah memandang itu dalam kerangka ... katakanlah
komersialisasi. Tetapi air yang sedemikian banyak mengalir di tempat
yang lain tidak dikelola dalam kerangka komersial seperti itu.

Jadi, kalau kembali ke pertanyaan, apakah margin harganya besar
atau tidak? Itu sangat tergantung kepada siapa yang memproduksi air
minum dalam kemasan? Kalau dalam pengalaman kami, mungkin biaya
rilnya 1/3 atau mungkin Y2 dari nilai jual yang sebenarnya. Tetapi kami
tidak menjual sama seperti yang dilakukan produsen yang lain karena
inilah perbedaan antara swasta yang satu dengan swasta yang lain. Jadi,
faktor biaya tergantung pada apa yang dia keluarkan sebagai paket
investasinya. Demikian.

KETUA: HARJONO
Oke. Pemohon, silakan kalau ada pertanyaan.
KUASA HUKUM PEMOHON: UMAR HUSEIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin bertanya beberapa hal
yang ringan kepada Ahli berkaitan dengan siapa ... dari tadi yang disebut
operator-operator itu siapa, Pak?

Kemudian, komposisi 50%-50% dalam penentuan alokasi itu,
siapa pemerintah dan siapa yang nonpemerintah?

34



104.

Kemudian yang berikutnya, apakah penentuan alokasi itu sangat
tergantung pada hasil musyawarah mufakat itu? Seandainya hasil dari
musyawarah mufakat itu tidak sesuai dengan garis kebijakan
pemerintah, apakah akan tetap dilaksanakan? Ataukah pemerintah sudah
mempunyai plotting yang baku untuk itu?

Kemudian yang berikutnya, Bapak tadi mengatakan air itu
terbatas, tapi pada saat bicara jual-beli air ada kelebihan air. Yang benar
yang mana, Pak? Air itu berlebih atau banyak kekurangan?

Kemudian, apakah Bapak juga akan menarik sebuah kesimpulan
dari satu peristiwa kecil yang ada di Brantas mewakili cerminan keadaan
air di seluruh Indonesia? Kalau kita ke Sukabumi sekarang, Pak, itu jauh
berbeda, Pak. Ada 100 pabrik air kemasan yang ada di sana yang
dikeluarkan izinnya oleh pemerintah, seperti yang tadi disinggung oleh
Saksi yang pertama. Tetapi masyarakat tidak bisa minum air bersih,
masyarakat tidak bisa mengairi sawahnya. Apakah hal yang seperti itu
yang diinginkan?

Kemudian yang terkahir, Pak. Ungkapan Bapak tadi, dulu waktu
kita krisis cabai, salah satu menteri, “Kalau enggak punya uang, enggak
usah beli cabai.” Nah, Bapak barusan bicara seperti itu, “Kalau enggak
punya duit, enggak usah beli air kemasan.” Artinya, ini ada diskriminasi
kelas, yang boleh menikmati hanya orang kaya, air bersih, orang miskin
minumlah air comberan. Terima kasih.

AHLI DARI PEMERINTAH: RAYMOND VALIANT RURITAN

Mohon izin menjawab. Baik, yang pertama soal operator. Jadi,
soal operator kalau dalam kasus ... contoh yang kami berikan di wilayah
Sungai Brantas, operatornya adalah Perum Jasa Tirta I, BUMN yang
100% dimiliki oleh negara, tidak terbagi atas saham dan memang
ditugaskan untuk mengelola air. Sebagian dari tugas pemerintah di
bidang pengelolaan air. Tentang landasan hukumnya, tidak kita jelaskan
di sini karena semuanya ada.

Yang kedua tentang komposisi dari TKPSDA, 50% unsur
pemerintah, 50% unsur nonpemerintah. Saya kira tadi sudah dijelaskan
oleh Saksi. Jadi, kami tidak akan mengulanginya. Tapi intinya adalah
dulu sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang na ... PTPA
(Panitia Tata Pengaturan Air) ini didominasi oleh pemerintah, sekarang
tidak. 50% adalah pengguna unsur nonpemerintah, unsur pemangku
kepentingan, akademisi, yang 50% saja yang pemerintah. Apakah ini
sudah ideal? Saya tidak berwenang menjawab. Tetapi bahwa ini
merupakan perbaikan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004, saya katakan, “Ya.”

Yang ketiga tentang alokasi, apakah kalau kemudian alokasinya
tidak cocok? Kemudian, apakah pemerintah ingin menang, kemudian
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pengguna air yang terwakili oleh 50% anggota dalam TKPSDA harus
mengalah? Tidak ... tidak demikian.

Tadi kami berikan contoh bahwa pada kasus kekeringan tahun
2007, 2012, dan 2013, di mana curah hujan turun di bawah dugaan, di
bawah ramalan BMKG, yang ditempuh adalah alokasi air ini jangan
diubah karena itu nanti merugikan para pengguna. Ditempuhlah upaya
modifikasi cuaca untuk menambah ketersediaan air dan ini memang
dimungkinkan. Dan kita bersyukur bahwa Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004 di Pasal 38 memberikan ruang modifikasi cuaca agar para
pengguna air yang ada tidak perlu kalah atau tidak perlu mengalah bila
teknologi masih memungkinkan.

Yang keempat. Tadi ada sedikit kontradiksi mungkin ya tentang
batasan. Saya cerita tentang air yang banyak, tapi juga cerita tentang
kekurangan. Sebenarnya begini, saya kira ini merupakan hukum alam
bahwa air yang jatuh dari langit itu pasti mencari tempat yang lebih
rendah. Tugas kita adalah menahannya selama mungkin di permukaan
tanah supaya bisa kita bagikan. Dan sebenarnya, ini adalah tugas dari
kita ketika membangun infrastruktur pengairan. Dalam contoh yang ada
di wilayah Sungai Brantas, air yang jatuh dari langit jauh lebih besar dari
air yang mengalir. Air yang mengalir di sungai, kalau kita jumlahkan
dalam setahun adalah 12,45 miliar m2, 12,45 miliar m2 setahun. Yang
dapat ditahan, dapat ditampung di bangunan-bangunan prasarana
pengairan kita hanya 3,3 miliar m2, sisanya terpaksa mengalir ke laut.

Kalau diizinkan, apakah boleh kita mencari cara yang lain kita
inginkan semua air ini kalau bisa ditahan, tetapi ada keterbatasan
infrastruktur. Membangun bendungan tidak mudah, mahal, perlu
pembebasan lahan, seringkali kita tidak dapat membangun juga karena
faktor nonteknis. Jadi dengan prasarana yang sedemikian lengkap saja di
DAS Brantas ... di wilayah Sungai Brantas, yang 12,45 miliar m2 air yang
jatuh dari langit, baru 3,3 saja yang dapat kita pertahankan. Di satu sisi
seakan-akan tampak kelebihan karena memang air kita berlimpah, tetapi
di sisi lain ada kekurangan karena disparitas secara spasial atau kalau
dalam bahasa yang lebih sederhana keterbatasan karena ruang dan
waktu menyebabkan air ini tidak dapat dibagikan seperti yang kita
kehendaki.

Yang kelima, melihat kasus Sukabumi. Ada demikian banyak
industri atau pihak swasta yang mengambil air langsung secara ... ke
sumber. Kami memahami bahwa setiap wilayah sungai punya
karakteristik sendiri. Memang mengeneralisasi wilayah Sungai Brantas
untuk dibawa ke wilayah Sungai Citarum atau wilayah Sungai Musi atau
yang lain mungkin bagi para Pemohon adalah tidak sesuai. Tetapi kami
melihat bahwa potret ideal yang diinginkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004 itu sebenarnya adalah sesuatu yang attainable, sesuatu
yang bisa dicapai dan pencapaian ini dapat dilihat di beberapa kasus,
tidak saja di Brantas, tetapi juga di wilayah sungai yang lain. Sore hari ini
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yang kami sampaikan memang kasus di wilayah Sungai Brantas karena
ini adalah yang pengetahuan kami, profesi kami dan kempetensi kami
memungkinkan kami untuk bisa diceritakan ke sidang yang sore hari ini.

Yang terakhir, diskriminasi. Kata diskriminasi ini sesuatu yang
mungkin menggelitik, tetapi kalau kami jelaskan kurang-lebih demikian.
Air minum dalam kemasan harganya muncul karena ada willingness to
pay. Tadi sudah dijelaskan oleh saksi ... oleh keterangan ahli yang lain.
Willingness to pay ini berkaitan dengan value of water. Ketika kita
memerlukan ... sangat memerlukan segelas air, maka kita bersedia
membayarkan berapa pun untuk mendapatkannya. Itu sebabnya,
seringkali ada perbedaan antara satu produk air kemasan dengan satu
produk yang lain, tetapi itu bukan satu-satunya penyebab karena
produsen juga ikut menentukan harga itu.

Nah, ini adalah satu bagian saja dari seluruh penyediaan air
permukaan yang ada. Jumlah air minum yang disajikan dalam bentuk isi
ulang, dalam bentuk air minum dalam kemasan kalau dijumlahkan untuk
... contoh di wilayah Sungai Brantas tidak pernah melampaui 1% dari air
yang dialokasikan untuk gabungan keperluan air untuk industri dan air
untuk domestik. Sehingga fenomena ini sebenarnya hanya merupakan
satu titik kecil di dalam proses alokasi air dan bila itu dilihat dalam
kerangka bahwa ada faktor diskriminan ekonomi, maka saya kira hal
pengandaian semacam ini masih belum terlalu tepat. Tetapi sekali lagi
kami menghormati pendapat yang disampaikan Para Pemohon dan kami
memahami bahwa untuk bisa menjelaskan dengan baik segala sesuatu
tentang alokasi air tentu saja ada keterbatasan dalam kata-lata yang
dapat kami sampaikan.

Demikian jawaban kami, terima kasih.

KETUA: HARJONO

Masih ada, Pemohon? Pemohon dulu? Cukup. Dari meja Hakim,
Prof. Maria? Cukup, ya? Ya.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya mau menanyakan beberapa
yang ... mungkin karena saya tidak tahu persis apa yang dibicarakan,
tapi apakah air tanah dan air limbah itu bisa menjadi air baku? Jadi itu
satu.

Kemudian dalam pemaparan tadi, Bapak selalu mengatakan
bahwa pengelolaan air ini kemudian selalu dibentuk bendungan-
bendungan supaya air itu tidak mengalir ke laut. Apakah air laut itu
kemudian tidak bisa kembali menjadi air baku dan kemudian dipakai
dalam irigasi dan yang lainnya tadi? Itu saja.
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KETUA: HARJONO

Saya juga ada tambahan satu, sebelum dijawab. Tadi di
introduction persoalan persentase antara air kemasan dan air industri
dan air ... apa tadi? Untuk domestik, ya. Apakah 3 miliar tadi yang
sempat untuk bisa ditahan itu kemudian dipersentase dengan adanya
kebutuhan redomestik itu, yang dimaksud itu yang diberikan pada
PDAM-PDAM yang dilewati oleh sungai aliran Brantas itu, maksudnya?
Terima kasih.

AHLI DARI PEMERINTAH: RAYMOND VALIANT RURITAN

Mohon izin menjawab, Bapak. Jadi air yang mengalir di
permukaan tanah itu tidak bisa dipisahkan dari air yang mengalir dalam
tanah. Jadi ketika hujan jatuh, kalau di Indonesia mungkin kita bicara
hujan, kalau di negara empat musim, salju jug aikut berperan.

Air yang jatuh dari langit, itu sebagian teresap ke dalam air ... eh
... ke dalam tanah. Kemudian, resapan tadi semakin bergerak ke dalam
tanah, sehingga akhirnya menjadi aliran air tanah. Sebagian lagi
menguap, sebagian lagi mengalir di permukaan tanah. Bendungan
mengelola air yang ada di permukaan tanah yang mengalir di sungai,
sedangkan air yang mengalir di dalam tanah, air tanah, dapat keluar
secara tersendiri sebagai mata air dan itu kita sebut air permukaan.
Tetapi apabila dilakukan upaya ekstraksi dengan pengeboran, maka itu
termasuk kegiatan eksploitasi air tanah. Semuanya dapat menjadi air
baku.

Nah, pemahaman kita tentang air di dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 memang secara distingsi menyebutkan ini adalah
air tawar, jadi memang baik itu bisa di permukaan tanah, bisa juga dia
merupakan air yang mengalir di sungai, dan sebagainya.

Berbeda dengan air laut. Air laut karena mengandung garam,
memiliki mineral-mineral yang tidak dapat kita pergunakan, dipisahkan,
dan memang tidak disebut sebagai air yang dapat dipergunakan untuk
hajat hidup orang banyak. Apakah air laut dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan masyarakat? Bisa, melalui proses yang kita sebut desalinasi.
Di banyak negara yang kekurangan air, misalnya di Timur Tengah,
langkah desalinasi ini sudah menjadi pilihan.

Tetapi bila dibandingkan penyediaan air bersih dari desalinasi
dengan air bersih yang diolah dari air sungai yang kemudian dijernihkan,
atau dari air yang diambil dari tanah, dari mata air, maka air desalinasi
ini sangat mahal. Saya tidak menyebutkan rupiah, tapi dari pengalaman
kami, teknologi dengan reverse osmosis misalnya, per meter kubiknya
bisa enam-tujuh kali dari penjernihan air sungai menggunakan teknologi
filter atau menggunakan teknologi koagulasi biasa.
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Jadi, bisa dipakai air laut? Bisa, tetapi itu saja, mahal untuk
menjernihkannya air tawar.

Kemudian pertanyaan terakhir, tentang volume air yang kami
contohkan tadi. 2,7 miliar adalah ... meter kubik adalah air yang terpakai
untuk irigasi yang menjadi beras, yang menjadi sayuran yang kita
konsumsi. 400.000.000 meter kubik atau 0,4 miliar m2 di Brantas,
diambil oleh PDAM atau sistem penyediaan air minum, PAM. Dijernihkan
untuk keperluan membeli minum masyarakat. 158.000.000 m2 atau
0,158 miliar, diambil oleh industri, baik industri gula, manufaktur, untuk
percetakan kertas, dan lain sebagainya.

Di mana letak air minum dalam kemasan? Tidak di dalam
400.000.000 tadi, tidak di dalam 158.000.000 tadi, juga tidak di 2,7
miliar tadi. Jadi, dia merupakan pengambilan air tersendiri. Jadi, ini dua
proses yang berbeda ketika kita memahami alokasi air dalam kerangka
penyediaan air pada suatu wilayah sungai, dengan pemakaian air yang
muncul karena satu sumber diambil airnya oleh suatu industri.
Alokasinya berbeda, pemahaman kami dari segi filosofi pengelolaannya
juga berbeda.

Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan.

KETUA: HARJONO

Ini sudah kesempatan bertanya. Dimanfaatkan. Pemerintah?
Cukup? Pemohon, cukup? Masih ada kehendak untuk menghadirkan Ahli
lagi dari Pemohon, Pemerintah, setelah kita proses ini? Silakan.
Pemerintah, tidak ada?
PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Masih ada dari Pemerintah, Yang Mulia.
KETUA: HARJONO

Masih ada?
PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Masih ada.
KETUA: HARJONO

Berapa lagi?
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PEMERINTAH: AGUS HARIADI
Dua orang Ahli dan tiga orang saksi.
KETUA: HARJONO
Dua orang Ahli?
PEMERINTAH: AGUS HARIADI
Dan tiga orang saksi.
KETUA: HARJONO

Tiga orang saksi. Pemohon? Cukup, ya? Jadi, karena Pemerintah
masih mengajukan Ahli dan saksi, maka sidang ini masih harus kita
lanjutkan lagi. Sidang itu kita jadwalkan pada tanggal 18 Maret 2014,
hari Selasa, dan waktunya kita tetapkan mulai persidangan pukul 11.00
WIB. Jadi, Pemerintah masih menghadirkan keterangan Ahli dan saksi.

Oleh karena itu, Pemohon masih bersabar untuk hadir lagi di
persidangan itu, kan. Baik, kalau tidak ada hal yang perlu kita bicarakan
lagi, kita tunda pada persidangan berikutnya, maka sidang sore hari ini
saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.54 WIB

Jakarta, 3 Maret 2014
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